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WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 70 TAHUN 2011
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN DAN

RETRIBUSI LYIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pembinaan dan
Retribusi [jin Gangguan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daersh
Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 18 SERI C tanggal 10 Agustus 2011,
perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huraf a,

perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan
dan Retribusi ljin Gangguan.

Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl Tahun 1926 Momor
226 diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan
MNomor 450;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara R1 Tahun
1959 Nomeor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821):

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
MNegara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
MNomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5049):

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

‘ Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5059);



Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);

10. Peraturan Pemerintah Nomeor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Jenis Usaha dan atau Kegiatan vang Wajib Dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantanan
Lingkungan Hidup:

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan vang telah
Memiliki Izin tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang
Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002
Nomor 76), sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Daemh Kota
Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2007 Nomorl3);

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman
dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2008 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor
2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011
Nomor 6) ;

19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan
dan Retribusi ljin Gangguan (Lembaran Daerah Koia Palembang Tahun 2011
Nomor 18 SERI C}.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI IJIN GANGGUAN.

Pasal 1
Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Pembinaan dan Retribusi [jin Gangguan.

Pasal 2
Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Meodal Dacrah Kota Palembang untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi ljin
Gangguan.



Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini,
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di palem g
Pada tanggal o - = 208
SERRETARIS DAERAH
KUTA PALEMBANG

——_______..-—"

wrem.rusnd Thamrin, MM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TarUN 207 KOMOR 0



